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PKS Usul Pansus Migor,
Partai Lain Pilih Panja

Panitia kerja (panja) dinilai lebih fokus dan tldak

akan membuat gaduh.

- W NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Kisruh minyak
goreng di Indonesia berujung usulan
panitia khusus (Pansus) hak angket
‘oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli

Juwaini menilai, pemerintah terindi- °

kasi melanggar sejumlah undang-
undang dalam permasalahan minyak
goreng ini.

Salah satu undang-undang yang
terindikasi dilanggar adalah Uridang-
Undang Perdagangan. Dalam Pasal
93 huruf e UU Perdagangan tegas di-
nyatakan tugas pemerintah di bidang
perdagangan adalah miengendalikan
ketersediaan, stabilisasi harga, dan
distribusi barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting.

"Pemerintah tidak boleh lari dari
tanggung jawab tersebut. Apalagi,
sejumlah pasal lain dalam UU yang
sama menegaskan larangan dan pi-
.dana bagi pelaku usaha untuk me-
nyimpang barang kebutuhan pokok

disaat terjadi kelangkaan barang dan
gejolak harga," ujar Jazuli lewat ke-
terangannya, Ahad (20/3).

Karena itu, Fraksi PKS meng-
usulkan agar DPR membentuk pan-
sus hak angket kelangkaan dan ke-

mahalan minyak goreng. Menurut

dia, perlu ada solusi segera untuk
mengatasi permasalahan di masya-
rakat tersebut.

"Fraksi PKS mengusulkan hak

angket tentang kelangkaan dan ke-
mahalan harga minyak goreng. Se-
lanjutnya, kami akan berkomunikasi
dengan anggota DPR lintas Fraksi
untuk meloloskan usulan ini sehing-

. ga DPR membentuk pansus hak ang-

ket," ujar Jazuli.

Adapun hak angket adalah upaya
untuk melakukan penyelidikan ter-
hadap pelaksanaan kebijakan peme-
rintah yang diduga bertentangan de-
ngan peraturan perundang-undang-
an. Hak menyatakan pendapat juga
merupakan tindak lanjut dari pelak-
sanaan hak angket.

Anggota Komisi VI Fraksi Partai

 "Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim

Khanmem"lal permasalahan minyak

' goreng saat ini sebalknya diselesai-

kan lewat forum panitia kerja (Panja)

_ bukan pansus. Pasalfiya; Komisi VI

sendiri telah. merekomendasikan
pembentukan Panja Pangan dan
Barang Kebutuhan Pokok.

"Untuk usulan PKS terhadap hak
angket, kami pikir masih belum per-
lu. Karena jelas permasalahannya
juga Komisi VI sudah memutuskan
untuk (membentuk) Panja," ujar
Nasim, Ahad (20/3).

Senada, Sekretaris Fraksi Partai .
Persatuan Pembangunan (PPP) yang -
- juga anggotaKomisi VI DPRAchmad

Baidowi mengatakan, pembentukan
panitia khusus hak angket kelangkaan
dan mahalnya minyak goreng dinilai-
nya akan membuat kegaduhan di pub-
lik. Menurut dia, lebih baik permasa-
lahan tersebut dibahas dalam panja.
Lewat panja, nilai Baidowi, DPR
dapat mencari solusi dari langka dan
mahalnya minyak goreng dalam dua
bulan terakhir. Pasalnya, kerja panja
disebutnya akan lebih fokus ketim-
bang mengajukan hak angket yang
memiliki sejumlah persyaratan.
"Lebih baik (fokus) pada sub-

stansinya, bagaimana panja mampu
menuntaskan mencari titik temu,
mencari solusi," ujar Baidowi.
Menteri Perdagangan (Mendag)
Muhammad Lutfi sebelumnya mene-
gaskan, dirinya tak akan menyerah
terhadap mafia pangan. Salah satu
buktinya, ia mengungkapkan, calon
tersangka mafia minyak goreng akan
diumumkan pada Senin (21/3).
"Nanti akan diumumkan hari Se-
nin, kita lihat bersama-sama calon
tersangkanya sudah ada;" ungkap
Lutfi usai rapat kerja dengan Komisi
VI DPR, Kamis (17/3) malam.
Kementerian Perdagangan, kata
Lutfi, telah menyerahkan data terkait
penyimpangan minyak goreng kepa-
da Bareskrim Polri. Ia memastikan,
mereka akan ditangkap dan dihu-
kum jika terbukti melakukan prak-
tik-praktik mafia pangan tersebut.
"Sekali lagi, saya akan meme-

. rangi mafia-mafia tersebut dan me-

mastikan mereka masuk penjara,"
ujar Lutfi. ® ed: andri saubani
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